PERJANIJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

Nomor: B-6382/Un.03/FITK/0T.01.6/12/2021
Nomor: 2487/In.35/RK/HM.01/12/2021

TENTANG:
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu
(29-12-2021) bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.

2. Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si

Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan
Gajayana No. 50, Kota Malang Jawa Timur
65144, yang selanjutnya dalam Perjanjian
Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU;

Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul
Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah
Putih, Buper Waena, Kota Jayapura, Papua,
yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama
ini disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk
mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, PARA PIHAK setuju untuk melakukan
kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :
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BAB I

DASAR HUKUM
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Re publik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon | Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggl atau Lembaga Lain di Luar
Negeri,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Perguruan Tinggl;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang
pPedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian

Agama;
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{130 Reputusan Menteri Keuangan Nomaor 68/KEME0S/2008 tentang Penetapan Universitas
flam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
Meneapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

(14} Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UIN Mayiana Malik ibrahim Malang dan Peraturan Menteri Agama Ri Nomaor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UIN Mautana Matik thratim Malang,

KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

(11 imstitut Agama islam Negeri Fattabul Muluk Papua yang selanjutnya dalam Petaturan ini
dinebnst AN Fattahul Muluk Papua merupakan pergutuan tinggi yang diselenggarakan
Kementetian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langiung
kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidican
flam Kementerian Agama R

{2) Fakultas fimu Tarbiyah dan Kegutuan Universitas lstam Negeri Maulana Malik ibrahim
yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FITK UIN Maulana Malik ibratim Malang
metupakan pergutuan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang
berads di bawah dan bertanggung jawab langiung kepada Menter Agama, dan secara
funguional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidian tdam Kementerian Agama RL

(3] Rebtor YN Fattahul Muluk Papua adalsh Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana
tugas dan fungsi IAIN Fattahul Muluk Papua,

{4)  Dekan FITKUIN Maglana Malik (brshim Matang adalah Pimpinan dan Penangguag jawab
pelaksana tugas dan fungsi FITK UIN Mautana Malik ibrahim Matang.

(5] Program peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
pengembangan sumber daya manusia adalsh Program peninghatan mutu peodidikan
dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, setla program penelitian
dan pengabdian yang bermantast bagi kedua belah pihak

RUANG LINGKUP
Pasal 3
fusng hnghkup Perjanjisn Kerjasama ini dalam Program peningkatan mutu pendidikan dan
rompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasizwa, serta progfam penelitian dan
peengatidisn yang bermantast bagi kedua belah pitak, serta bidang-bidang Lain sepanjang tidak
menyimpang dan dassr twjuan ketja sama

KITERPADUAN
Pasal 4

(1) PIMAK ¥KIDUA shan membanty dalam meningkatkan muty pendidikan dan kompetensi
dasen, tenaga kependidikan, studi lanjut, SOM, dan mahasiswa, serta program penelitian
dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, geoaga
kependidikan dan mahasizwa untuk dilibathan dalam pelaksanaan program pendidikan,
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pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

PIMAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian
dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan
dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa 1AIN Fattahul
Muluk Papua,

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIK
Pasal 5

Dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian FITK
UIN Maulana Malik tbrahim Malang dan IAIN Fattahul Muluk Papua, dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa kedua belah pihak diwajibkan memakai identitas
almamater masing-masing pihak.

Jadwal peserta program digtutr bersama-sama PARA PIHAK,

BAB I
HAK DAN KEWAIJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 6

Mengirimkan Peserta Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen

yang diselenggarakan oleh FITK UIN Maulana Malik ibrahim Malang.

Wenyedizkan pembimbing/pendamping program yang melakukan supervisi secara

periodik.

Menyiapkan sistem yang mendukung terlaksananya Program pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FITX UIN Maulana Malik

ibr shim Malang untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAIN F attahul Muluk

Papua.

Mentaati semus ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang

betlaky di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

WMengisi daftar hadir peserta program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian

yang diselenggarakan oleh 1AIN fattahul Muluk Papua dan harus ada jin surat tertulis

apabila tidak hadir datam kegiatan kepada PIHAK KEDUA

WMenppanti  setiap  ketusskan  yang disebabkan kegiatan pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FITK UIN Maulana Malik ibrahim

Malang, penggantian dalam bentuk alat/satana yang rusak atau uang tunal setara

dengan harga alat tersebut sesuai dengan ajuan dana PIHAK KEDUA. Batas waktu
cimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak ajuan ter tulis dari PIHAK KEDUA,

penggantisn maks
Membayar bizya pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sesual kesepakatan PARA

PIHAK
Memberikan bantuan kepada PIMAK KEDUA berupa satana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan pengabdian yang, diselenpgarakan oleh IAIN Fattahul Muluk Papua untuk
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Maulana Malik fbrahim Malang.
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HAK DAN KTWAIBAN PRIAK KTDOA
Pasal 7

Mengatur waktu dan  umiah peweris program  kegaten perddadikan, pelattan,
Wialang untub WIN T attated Mulud Papua

Menghentiban wements s begistan peserts spabils tevjad perllshy pessrla yang
meragitan TITE UIN Mastana Malib it ahien Malang

Mendanastian biays Program peadidiban pelatihan penclifisn dan peagaddan doten
vang duelengga shan oleh HITE LN Maglana Mali @ shim Malang entud donen, tenags
kepeadifiikan dan mahaviswa dart PMAE EI5ATU stay pilad s sesus dengan
Lenep b st an

Wendapafian hantuan yang dibutubbkan dalsm menonjang pelatistaan Prog s
penthdiban pelatihan penolitian, dan pengabdian dowen yang dinclenggar shan cleh 1T
LN Whasiana Walie e ahim Malang untuk doseon, teniags bependicitan dan mataurws
Aar WIN 1 st st Wialad Papaa

WMenyediakan  tenaga shli dan terampil sobaga perrdambing/pondamping (0 O »™
pendiditan, pelatihan, penelitian, dan pengahdian dowen yang duetengea sban oleh 1ITE
LHIN Whauiana Walik by atim Malang gntul dosen terags bepeonchidiban dan mataicws
PRIV T attatd! Wil Papua yang melsbuban pessduisdangas dam pemilainn bag peweia
Program.

Wemints bantuan tenaga Ahli untul pelayanan bila dibututitan

AUMINIOTRAS DAN PTWDRLA TAAN
Pasal 8

Legals sesusty yang berhubungan dengan admanintt ati st 31 menpat 51, 121 Yertib dan
oo dinas peserts menjad angeung jawali Fars Pihal weca s proporsonal
Fembertahuan PORErIMan peserta program hatus dearedailan o tertuin oleh
PHAAE K1 SATU kepads PIMAK KEDUA paling lasmbat ) (@ua) mangpy sebebam peogr sm
Aemndlal
Bipys pelabsanaan program pehdidiban, pelatifon, perelitian, dan pengsbdian yang
dnelengeat shan oleh kedus belah pihab sesusl boropatatan dan alan daclenalan
pating lamibis § (satu) bulan setelah pelabaanasn program besabhe

JANGEA WARTU KERIA SANA
Fazal 9
Janghs wabty Perjanjian Lerjasams i selama 5 (Tma) tahun terbitung sejal tanggal
drnandstangan teb bedus belali pitab
Janghs waktu sehagaimans dirabuad pads syt (1) Pauad ini dapat Sperpanjang dengan
kesepakatan bernama Pars Mhab paling lambat § (tiga) udan sebeium berskhenya
Perjanjian Kerjasama ini
Kedus belsh pithab hargs membust evalusy sebebum mass Pedangan Kerjasama
berabhit [ valuas tersebut menjadi dasar Perjaniian Kerjasamna lebih fanjut.
%
[ Pouxi [ PR |

Dipindai dengan CamScanner



(4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BATAL / PUTUSNYA PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atas kesepakatan bersama apabila PIHAK KESATU
tidak memenuhi ketentuan pasal 6, sedangkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi
ketentuan Pasal 7.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

FORCE MAJEURE
Pasal 12

(1) Yangdimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa
yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya
Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan,
banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara,
sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah /
penguasa.

(2) Apabila terjadi Force Majeure pihak yang terkena Force Majeure harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari
pejabat yang berwenang, selambat — lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

(3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam
Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

ADDENDUM
Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK
dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian ini.

(2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan
dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan
(addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini
disampaikan dengan alamat kepada:
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(1)
(2)

(3)

PIHAK KESATU : FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
Alamat: Jalan Gajayana No. 50, Kota Malang Jawa Timur

65144

PIHAK KEDUA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK
PAPUA
Alamat: Jalan Merah Putih, Buper Waena, Kota Jayapura,
Papua

BAB IlI
PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK.

Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum
berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan
pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau
beberapa pelaksanaan ketentuan—ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat
kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing—masing pihak menyampaikan
penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.

(4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(5) Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara
Pimpinan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas limu Tarbiyah dan Keguruan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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